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PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI  

Pengguna utama (main users) dari laporan keuangan 
koperasi adalah : 

• Para anggota Koperasi 

• Pejabat Koperasi 

• Calon Anggota Koperasi 

• Bank 

• Kreditur, dan 

• Kantor Pajak 

Adapun tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan 
keuangan Koperasi, adalah : 

• Menilai pertanggungjawaban pengurus, 

• Menilai prestasi pengurus, 

• Menilai manfaat yang diberikan Koperasi terhadap 
anggotanya, 

• Menilai kondisi keuangan Koperasi (rentabilitas, likuiditas, 
dan solvabilitas) 

• Sebagai bahan pertimbangan untuk menemukan jumlah 
sumber-sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada 
Koperasi 
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TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI  

 

Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan 
informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai 
lainnya. 
Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh Laporan 
Keuangan : 
 

• Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota Koperasi 
• Prestasi keuangan Koperasi selama satu periode 
• Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber 

daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam 
satu periode 

• Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi 
likuiditas dan solvabilitas 
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Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan   

• Sumber daya ekonomis yang dimiliki Koperasi 

• Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi 

• Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan 

Koperasi sendiri 

• Transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam 

suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, 

kewajiban, dan kekayaan bersih Koperasi 

• Sumber dan pengguna dana serta informasi-informasi 

lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan 

solvabilitas Koperasi 
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KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN KOPERASI  

Laporan Keuangan Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri, 
sebagai berikut : 

1. Laporan Keuangan merupakan  bagian dari pertanggung 
jawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) 

2. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi 
keuangan, laporan Sisa Hasil Usaha, dan laporan arus kas 
yang penyajiannya dilakukan secara komparatif 

3. Laporan Keuangan yang disampaikan pada RAT harus 
ditandatangani oleh semua anggota pengurus Koperasi (UU 
No.25/1992, pasal 36, ayat 1) 

4. Laporan Rugi-Laba menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa 
Hasil Usaha (SHU) 

5. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non anggota 
didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen 
pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART Koperasi 
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6. Laporan keuangan Koperasi bukan merupakan laporan 
keuangan konsolidasi dari Koperasi-Koperasi 

7. Posisi keuangan Koperasi tercermin pada neraca, sedangkan 
Sisa Hasil Usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha 

8. Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Koperasi dapat 
menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari 
dan untuk anggota 

9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha 
kepada anggota dan bukan anggota 

10. Modal Koperasi dibukukan terdiri dari: 
• Simpanan-simpanan 
• Pinjaman-pinjaman 
• Penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta 

sumber-sumber lainnya 
11.  Pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku 

dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari 
tahun buku yang bersangkutan disebut Sisa Hasil Usaha 

12. Keanggotaan atau kepemilikan pada Koperasi tidak dapat 
dipindahkan dengan dalih apapun 
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KEKHASAN PENCATATAN DARI TRANSAKSI YANG 

TERJADI DI KOPERASI  

PENDAPATAN/PENERIMAAN 
 

Pendapatan pada perhitungan hasil usaha sebuah Koperasi 
terdapat beberapa karakteristik, sebagai berikut : 
 

• Pendapatan yang timbul dari transaksi penjual produk atau 
penyerahan jasa kepada anggota dan bukan anggota 

• Pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih 
tergantung pada persyaratan/ketentuan yang ditetapkan. 
Contoh fee Koperasi yang diperoleh dari penyaluran dan 
pengadaan komoditi program, seperti fee pangan, fee 
gula, dll 
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BEBAN 

 

Beberapa karakteristik beban pokok penjualan dan beban 
pada Koperasi, sebagai berikut : 

• Beban pokok penjualan produk kepada anggota dan 
bukan anggota 

• Beban yang terjadi karena aktifitas Koperasi dalam 
kaitannya dengan program-program pemerintah 

• Beban yang pada hakekatnya dapat dipisahkan 
menjadi beban untuk kegiatan pelayanan kepada 
anggota dan beban untuk kegiatan pelayanan kepada 
bukan anggota 
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  AKTIVA 

 KAS DAN BANK 

Pengertian kas dan bank menurut standar akuntansi 
keuangan : 

• Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas 
digunakan untuk membiayai kegiatan umum 
perusahaan 

• Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum 
perusahaan 

Penggolongan pos kas dan bank dalam neraca Koperasi : 

• Kas dan bank milik Koperasi yang penggunaannya tidak 
dibatasi 

• Kas dan bank milik Koperasi yang wewenang 
penggunaannya dibatasi 

• Kas dan bank atas nama Koperasi (titipan) dan oleh 
karena itu wewenang penggunaannya dibatasi 
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PIUTANG 

Klasifikasi Piutang pada Koperasi  : 

• Piutang yang timbul karena penjualan produk atau jasa 
kepada anggota 

• Piutang yang timbul karena penjualan produk atau jasa 
kepada bukan anggota 

• Piutang yang timbul karena pinjaman anggota kepada 
koperasi 

• Piutang kepada Koperasi lain 

• Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian sisa 
hasil usaha dari Koperasi lain yang pencairannya 
tergantung pada persyaratan yang telah disepakati 
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PERSEDIAAN 

Klasifikasi Persediaan : 
• Persediaan komoditi program, yaitu komoditi yang memperoleh 

fasilitas dari pemerintah seperti penyaluran gula atau 
pengadaan pangan 

• Komoditi non program (umum) 
AKTIVA PENYERTAAN 
Klasifikasi Aktiva Penyertaan (investasi) : 
• Penyertaan pada Koperasi lainnya 
• Penyertaan pada badan usaha non koperasi 
AKTIVA TETAP 
Klasifikasi Aktiva Tetap : 
• Aktiva tetap yang diperoleh untuk keperluan pengembangan 

usahanya sendiri 
• Aktiva tetap dari pemerintah yang dikelola Koperasi atas dana 

bergulir 
• Aktiva tetap yang diperoleh dalam rangka program pemerintah  
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KEWAJIBAN  

Klasifikasi Kewajiban 

• Kewajiban kepada anggota, timbul dari transaksi dengan 
anggota disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada 
anggota 

• Kewajiban kepada bukan anggota, timbul dari transaksi 
dengan bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku 

• Simpanan sukarela, disajikan sebagai kewajiban lancar atau 
jangka panjang sesuai dengan jatuh temponya 

• Kewajiban yang timbul karena pembagian SHU, disajikan 
sebagai kewajiban lancar, kecuali ditetapkan oleh rapat 
anggota tidak dibagi 
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KEKAYAAN BERSIH 

Kekayaan bersih atau modal sendiri (equity) Koperasi, 
terdiri dari : 

• Simpanan pokok 

• Simpanan wajib 

• Cadangan Koperasi 

• SHU yang belum dibagi 

• Donasi 

• Kekayaan Koperasi disajikan sendiri. Setiap bentuk 
balas jasa atas simpanan yang diberikan oleh Koperasi 
kepada anggota diperlakukan sebagai pembagian sisa 
hasil usaha kepada anggota. 
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Definisi akuntansi 

Akuntansi merupakan aktivitas jasa 
yang berfungsi memberikan informasi 

kuantitatif mengenai kesatuan-
kesatuan ekonomi terutama yang 

bersifat keuangan yang bermanfaat 
dalam pengambilan keputusan. 

Menurut fungsi dan kegunaan Menurut kegiatannya 

Akuntansi adalah seni mencatat, 
mengklasifikasi dan mengikhtisarkan 

transaksi-ttransaksi kejadian yang 
sekurang-kurangnya atau sebagaian 

bersifat keuangan dengan cara 
menginterpretasikan hasil-hasilnya  
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SIKLUS AKUNTANSI  
(pada umumnya) 

Bukti 
Transaksi 

Jurnal Buku 
Besar 

Neraca 
Saldo 

Jurnal 
Penutup 

Jurnal 
Penyesuaian 

Laporan 
Keuangan 
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LAPORAN KEUANGAN 
 Angka Kolom L/R pada neraca lajur dipindahkan ke Laporan Perhitungan Hasil    Usaha 

Angka Kolom neraca pada neraca lajur dipindahkan ke Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
Transaksi yang berhubungan dengan kas direkapitulasi pada Laporan Arus Kas 

 

BUKTI 
TRANSAKSI 

BUKU TABELARIS 
Masukkan rupiah ke kolom rekening yang sesuai (Kas dan 

simpanan-simpanan) 
Akhir bulan: di baris saldo akhir, tulis total rupiah di tiap kolom 

NERACA SALDO 
Masukkan angka-angka saldo akhir di buku tabelaris ke neraca saldo 
Di baris paling bawah, jumlahkan masing-masing kolom 
Jumlah kolom debit (D) dan kredit (K) harus sama/ seimbang (balance) 

NERACA LAJUR 
Masukkan angka di neraca saldo ke kolom neraca saldo di neraca lajur 
Rekening kepala no 100-300 dimasukkan ke kolom neraca, no 400-600 
(pendapatan & beban) masuk ke kolom laba rugi 
Di baris paling bawah, jumlahkan angka di setiap kolom neraca lajur 
Jumlah kolom D & K Laba Rugi (L/R) tidak akan sama. Selisihnya merupakan SHU 
Nilai SHU digeser ke neraca sebagai tambahan di kolom neraca, sehingga kolom D 
& K neraca akhir akan menghasilkan jumlah yang seimbang 
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PEMBUKUAN DAN  

REKONSILIASI FISKAL 
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Jenis Koreksi Fiskal 

Lap. 

Komersial VS Lap. Fiskal 

        

Koreksi Positif Penghasilan < Penghasilan 

  Biaya > Biaya 

        

        

Koreksi Negatif Penghasilan > Penghasilan 

  Biaya < Biaya 
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Koreksi Fiskal Koreksi Positif Koreksi Negatif 

      

PENGHASILAN Pasal 4 UU PPh 

Ph. Ps.4 (2) UU 

PPh  

    

Ph. Ps.4 (3) UU 

PPh 

      

      

      

BIAYA - BIAYA Pasal 6 UU PPh Pasal 11 UU PPh 

- berhub.dg. Usaha 3M Pasal 11 UU PPh   

- didukung dg bukti valid & 

reliable Ps. 9(1) UU PPh   

- jumlah wajar  Ps. 18 UU PPh   
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HUBUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL  

DAN PAJAK 

    Akuntansi komersial – informasi keadaan periode 
tertentu – disusun  berdasarkan SAK 

• Akuntansi Pajak – Bagian dari akuntansi komersial : 

   - mempermudah  mengisi SPT. 

   - dasarnya = Dari Ak. Komersial –  

         disesuaikan   dengan UU Perpajakaan 

         yang berlaku 
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PRINSIP PENGHASILAN 

• Dasar ps. 4 UU No. 36 tahun 2008 

     Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima WP 
u/konsumsi /kekayaan WP. 

 

 Penghasilan menurut pajak : 

- Penghasilan Bukan obyek pajak  - ps. 4 (3) UU No. 36 

- Penghasilan, Obyek Pajak  yang bersifat final ps. 4 ayat 2 

- Penghasilan yg Obyek pajaknya  tarif umum / tidak final  - 
semua penghasilan selain huruf a dan b ps. 4  

ANCHOR 
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PRINSIP PAJAK ATAS BIAYA 

    Pada dasarnya secara komersial  – semua biaya bisa 
dikurangkan dari penghasilan namun secara fiskal ada 
aturannya. 

a. Biaya tdk, dapat dikurangkan 

    - biaya yg. dikeluarkan  u/ bukan obyek pajak 

    - biaya dikeluarkan u/ PPh-nya final 

    - biaya u/ PPh dihitung dengan norma (NPPN / NPK) 

    - PPh. Ps. 21/23 ditanggung perush. Kec. Ps. 26 gros up 

    - kerugian karena penjualan harta dimiliki tapi tdk. u/usaha 

       - Kerugian dari luar negeri 

       - ps. 9 ayat 1 UU. 36/2008 

ANCHOR 
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b. Biaya Yang dapat dikurangkan   

c. Biaya merupakan obyek PPh. Ps. 21,23,26 dan 
ps. 4 ayat 2 ( final ) 

d. Biaya yang bukan merupakan obyek PPh 

       

 

PRINSIP PAJAK ATAS BIAYA 
ANCHOR 
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KOREKSI FISKAL 

• Koreksi / pembetulan jumlah pajak terutang  

 

• Dapat berupa koreksi positif maupun negatif 

 

• Koreksi negatif mengurangi jumlah pajak 
terutang 

 

• Koreksi positif menambah pajak terutang krn 
mengurangi biaya biaya komersial 
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KOREKSI POSITIF 

• Adanya biaya / pengeluaran tidak dapat 
dikurangkan dr. penghasilan 

• Rugi yang tidak ada hubungannya dengan 
usaha perusahaan / rugi dr. LN 

• Adanya perbedaan pengakuan biaya 

• Adanya biaya menurut fiskal lebih rendah dr. 
komersial 

• Perusahan melakukan leasing dg hak opsi. 
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Ketentuan Terkait  
Penghasilan & Biaya 

Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU PPh ― Penghasilan 

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) a UU PPh - DE 

Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) b UU PPh - NDE 

Pasal 4 ayat (1) UU KUP – Kewajiban terkait SPT 

Pasal 28 UU KUP - Pembukuan 

Ketentuan 



33 

Pasal 10 ayat (6) UU PPh ― Penghitungan HPP  

Pasal 11 UU PPh – Penyusutan  

Pasal 11A UU PPh – Amortisasi 

Pasal 4 PP 138/2000 – pengeluaran yang tidak boleh 
dikurangkan 

Ketentuan 

Pasal 18 UU PPh – Perbandingan Ut&Mdl, Ph&By, Tran Pric 

Ketentuan Terkait  
Penghasilan & Biaya 
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Penghasilan 

Objek PPh (Psl 4 ayat 1)  

Dikecualikan sebagai Objek (Psl 4 ayat (1) huruf k) 

Objek PPh bersifat final (Psl 4 ayat 2)  

Bukan Objek PPh (Psl 4 ayat 3)  

Materi 

forward 
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PENGHASILAN KENA PAJAK 

• Melalui Rekonsiliasi Fiskal. 

• Dikenal Beda Waktu dan Beda Tetap 

• Berpegang pada Pasal 4 untuk Penghasilan 

• Berpegang pada Pasal 6, 9, 11, 11A untuk 
Beban/Biaya 
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Dok. Sumber Jurnal Buku Besar 

L/R Kom L/R Fiskal Rekonsiliasi 

Fiskal 

Koreksi 

Positif 

Beda Waktu 

Koreksi 

Fiskal 

Koreksi 

Negatif 

Beda Waktu 

Beda Tetap Beda Tetap 



37 

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak  
PENGHASILAN 

KOMERSIL 

Penghasilan  Fiskal 

L/R Fiskal 

Biaya Fiskal 

(-) 

DIKECUALIKAN  

4 (1) Huruf K 

K- 

BUKAN OBJEK   

4 (3)  

K- 

OBJEK FINAL   

4 (2)  

K- 

PAJAK TERUTANG 

(Ph Kena Pajak x Tarif 

Pajak Psl 17) 

OBJEK PPh 4 

(1) 

Under 

K+ Over 

K- 
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Konsep Biaya Pajak untuk Pengisian SPT 

BIAYA KOMERSIL 

Biaya Fiskal 

Dapat Dibiayakan 

Psl 6 (1) 

Tidak Dapat Dibiayakan 

Psl 9 (1) 

K+ 

L/R Fiskal 
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Perhitungan PPh Terhutang 

Pasal 24 

WAJIB PAJAK 

BADAN 

Laporan Laba / Rugi 

Penghasilan xxx 

Biaya (xxx) 

Laba xxx 

Koreksi Fiskal xxx 

Penghasilan Kena Pajak xxx 

Pajak Terutang xxx 

Pajak dibayar dimuka (xxx) 

Pajak yang harus dibayar xxx 

Pasal 23 

Pasal 6 

Pasal 22, 23, 

24, 25 

Pasal 26 

Pasal 23 

Pasal 4 

Pembayaran dari Luar Negeri Pembayaran ke Luar Negeri 

Luar Negeri 

Indonesia 

Pasal 9 

Pasal 17 

Pasal 29 
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Konsep Pelunasan Pajak Terutang dalam SPT  

PENGHASILAN 

OBJEK PPh 4 

(1) 

DIKECUALIKAN  

4 (1) Huruf K 

OBJEK FINAL   

4 (2)  

BUKAN OBJEK   

4 (3)  

SPT Tahunan 

DIPOTONG  

pada saat diterima  
Kredit Pajak 

Daftar 

Dilampirkan  

TIDAK DIPOTONG 

pada saat diterima 

SPT Tahunan PPH BADAN presented.ppt
SPT Tahunan PPH BADAN presented.ppt


PPH BADAN 

PT, Koperasi, 
BUMN, BUMD,  

CV, Fa, dll 

Penghasilan : 
• Usaha : 
 - Barang 
 - Jasa 
• Lain-Lain 

Biaya : 
• Usaha 
• Lain-Lain 

L/R  
Komersial 

Koreksi Fiskal 
+ / - 

L/R 
Fiskal 

Kompensasi 
Rugi 

Penghasilan 
Kena Pajak 

PPh  
Terutang 

TarifPajak 

Kredit 
Pajak 

KB  
Nihil 

LB 

Pot/Put 
PPh ps. 22  

Ps 23 

SPT Tahunan PPh WP BADAN 

Wajib  
Pembukuan 

PPh ps 25, 
FLN, dll 



Koreksi Fiskal 
+ / - 

REKONSILIASI FISKAL 

Koreksi Fiskal Positif 

Mengurangi Penghasilan Kena Pajak 
Koreksi Fiskal Negatif 

Menambah Penghasilan Kena Pajak 



Rekonsiliasi Fiskal 

Penghasilan 

Obyek Pajak 
Ps. 4 (1) 

Obyek 
PPh Final 
Ps. 4 (2) 

Bukan Obyek 
Pajak 

ps. 4 (3) 

Sesuai 
 UU 

Tidak  
Sesuai  

Over Under 

Koreksi 
negatif 

Koreksi 
positif 

Koreksi 
negatif 

Koreksi 
negatif 



Rekonsiliasi Fiskal 
Biaya 

(Cost/Expense) 

Dapat 
Dikurangkan 

Ps. 6 (1) 

Tidak Dapat 
Dikurangkan 

Ps. 9(1) 

Sesuai 
 UU 

Tidak  
Sesuai  

Over Under 

Koreksi 
positif 

Koreksi 
Negatif 

Koreksi 
Positif 



REKONSILIASI  
LAPORAN  KEUANGAN KOMERSIAL  

DAN FISKAL 
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KOREKSI FISKAL 

• Koreksi / pembetulan jumlah pajak terutang  

• Dapat berupa koreksi positf maupun negatif 

• Koreksi negatif mengurangi jumlah pajak 
terutang 

• Koreksi positif menambah pajak terutang krn 
mengurangi biaya biaya komersial 
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KOREKSI POSITIF 

• Adanya biaya / pengeluaran tidak dapat 
dikurangkan dr. penghasilan 

• Rugi yang tidak ada hubungannya dengan 
usaha perusahaan 

• Adanya perbedaan pengakuan biaya 

• Adanya biaya menurut fiskal lebih rendah dr. 
komersial 

• Perusahan melakukan leasing dg hak opsi. 
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KOREKSI NEGATIF 

• Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh. Final. 

• Perusahaan melakukan leasing dengan hak opsi. 

• Keuntungan yang menurut fiskal tidak boleh 
sedangkan komersial boleh. 

• Peny. Fiskal lebih besar dr. peny. Komersial. 

• Pengakuan penghasilan yg belum direalisasi 

• Hal hal lain yg terlanjur diakui sebagai penghasilan 
secara tidak 
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PENYESUAIAN FISKAL  

Beda Tetap (Permanent Difference) 

1. Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan, sedangkan 
menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan. 

 Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib 
pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar Rp 25% atau lebih 
pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.  

2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangakan 
menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. 

 Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan 
(tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung 
PPh terutang. 

 Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang 
telah diporong PPh Final oleh Bank sebesar 20%.  
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PENYESUAIAN FISKAL 

Beda Tetap (Permanent Difference) 
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan 

menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang 
penghasilan bruto (Pasal 9 UU 17/2000). 

 Misal:  
 a. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan 

 yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat 
 final. 

 b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan  atau 
 jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau  kenikmatan. 

 c. Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan. 
 d. Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat 

 dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu 
 (misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar 
 nominatif atas penghapusan piutang).  
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PENYESUAIAN FISKAL 

Beda Sementara (Temporary Difference) 
 Beda waktu merupakan perbedaan metode yang 

digunakan antara akuntansi komersial dengan 
ketentuan fiskal, misal: 

 a. Metode penyusutan, 
 b.  Metode penilaian persediaan, 
 c. Penyisihan piutang tak tertagih, 
 d. Rugi-laba selisih kurs. 
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PENYESUAIAN FISKAL POSITIF 

1. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.  

2. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.  

3. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU  
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.  

4. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA 
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. 

5. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN. 

6. PAJAK PENGHASILAN. 

7. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU 
CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM. 

8. SANKSI ADMINISTRASI. 

9. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL. 

10. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL.  

11. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA. 

12. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA. 52 



PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF 

1. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH 
PENYUSUTAN FISKAL. 

2. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH 
AMORTISASI FISKAL. 

3. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN 
PENGAKUANNYA.  

4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA. 
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JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL 

PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA 

I. Peredaran Usaha 

1.1 Potongan Penjualan  Realisasi 

Penyisihan 

Realisasi 

- 

No 

Temporer 

1.2 Retur Penjualan Realisasi 

Penyisihan 

Realisasi 

- 

No 

Temporer 

1.3 Jasa Konstruksi oleh Pengusaha    

      Kecil 

Pendapatan PPh Final 

(2% atau 4%) 

Tetap 

1.4 Penghasilan Perusahaan 

      Pelayaran DN 

Pendapatan PPh Final 

(1,2%*peredaran) 

Tetap 

1.5 Penghasilan Perusahaan 

      Pelayaran/Penerbangan LN 

Pendapatan PPh Final 

(2,64%*peredaran) 

Tetap 

1.6 Penghasilan BUT Perwakilan  

      Dagang Asing 

Pendapatan PPh Final 

(0,44*ekspor) 

Tetap 

1.7 Penghasilan BUT Perwakilan  

      Dagang Asing 

Pendapatan PPh Final 

(0,44*ekspor) 

Tetap 

54 



JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL 

PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA 

1.8 Penghasilan atas distributor 

      produk Pertamina dan Premix 

Pendapatan PPh Final 

(0,25% / 0,3%) 

Tetap 

1.9 Penghasilan atas penyalur gula 

      pasir dan tepung terigu Bulog 

Pendapatan PPh Final Tetap 

1.10 Penghasilan sebagai Distributor 

        Kertas 

Pendapatan PPh Final 

(0,10% * H Jual) 

Tetap 

1.11 Penghasilan atas Distributor  

        Industri Rokok DN 

Pendapatan PPh Final 

(0,15%*H Bandrol) 

Tetap 

II. Harga Pokok Penjualan 

2.1 Penilaian Persediaan Harga Perolehan 

COMWIL 

Prosentase Laba Bruto 

Harga Eceran 

Harga Perolehan 

- 

- 

- 

No 

Temporer 

Temporer 

Temporer 

2.2 Metode FIFO 

Rata-rata 

LIFO 

FIFO 

Rata-rata 

- 

No 

No 

Temporer 
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JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL 

PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA 

III. Penghasilan Di Luar Usaha 

3.1 Deviden dari Penyertaan DN 

      (minimal 25% dan ada usaha lain)  

Pendapatan 

(Equity Method) 

Bukan Obyek Pajak Tetap 

3.2 Bunga Deposito dan Tabungan  

      (termasuk Jasa Giro dan SBI) 

Pendapatan PPh Final 

(20%) 

Tetap 

3.3 Keuntungan Penjualan Saham di  

      Bursa Efek Indonesia 

Pendapatan PPh Final 

(0,1% x H Jual 

Tetap 

3.4 Keuntungan pengalihan tanah dan 

       bangunan: 

       - oleh orang pribadi dan yayasan 

       - oleh badan (bukan usaha pokok) 

       - oleh badan (usaha pokok) 

 

 

Pendapatan 

Pendapatan 

Pendapatan 

 

 

PPh Final (5%) 

PPh 25 (5%) 

PPh 23 

 

 

Tetap 

No 

No 

3.5 Penghasilan Sewa 

      - Badan 

      - Orang Pribadi 

 

Pendapatan 

Pendapatan 

 

PPh Final (10%) 

PPh Final (10%) 

 

Tetap 

Tetap 

3.6 Penghasilan dari Hadiah atas Undian Pendapatan PPh Final (25%) Tetap 
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JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL 

PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA 

3.7 Bunga atau diskonto Obligasi yang 

      diperdagangkan di Bursa Efek 

Pendapatan PPh Final 

(15% * bunga) 

Tetap 

IV. Beban Usaha 

4.1 Biaya yang dipergunakan untuk 

      mendapatkan, menagih dan  

      memelihara penghasilan yang meru- 

      pakan Obyek Pajak 

Realisasi 

Penyisihan 

 

Realisasi 

- 

No 

Temporer 

4.2 Biaya yang dipergunakan untuk 

      mendapatkan, menagih dan  

      memelihara penghasilan yang bukan 

      merupakan Obyek Pajak 

Biaya Undeductible Tetap 

4.3 PPh pasal 21 (karyawan) 

      

Tunjangan PPh 21 

Ditanggung Perush 

Deductible 

Undeductible 

No 

Tetap 

4.4 Pemberian kenikmatan dalam bentuk  

      natura  

- Umum 

- Makan minum di 

   tempat kerja 

- Berkaitan dg 

  pekerjaan 

- Daerah terpencil 

-Undeductible 

-Deductible 

 

-Deductible 

 

-Deductible 

Tetap 

No 

 

No 

 

No 
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JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL 
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA 

4.5 Sumbangan  Biaya Undeductible Tetap 

4.6 Entertainment Daftar Nominatif 

Tdk Daftar Nominatif 

Deductible 

Undeductible 

No 

Tetap 

4.7 Penyusutan 

      - Beda Metode 

      - Beda umur ekonomis 

-Sesuai pajak 

-Beda Metode 

-Beda umur eko. 

Deductible 

Deductible 

Deductible 

No 

Temporer 

Temporer 

4.8 Kendaraan dibawa pulang Biaya 50% 

Undeductible 

50% Deductible 

Tetap 

4.9 Sewa rumah karyawan Tidak diberi tunjangan 

Diberi tunjangan 

Undeductible 

Deductible 

Tetap 

No 

4.10 Biaya pengobatan Penggantian 

Tunj. Pengobatan 

Cuma-Cuma  

Deductible 

Deductible 

Undeductible 

No 

No 

Tetap 

4.11 SGU dengan hak opsi 

        Penyusutan aktiva SGU 

        Bunga SGU 

        Jumlah Pembayaran 

 
Biaya 

Biaya 

Non Biaya 

 
Undeductible 

Undeductible 

Deductible 

 
Temporer 

Temporer 

Temporer 

4.12 Biaya lain-lain 

 

Tidak dirinci 

Dirinci 

Undeductible 

Deductible 

Tetap 
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PENGHITUNGAN PPh BADAN 
  Tarif Pasal 17 (1) huruf b/ Pasal 17 (2b); 
  Tarif Pasal 17 (2a); 
  Tarif Pasal 31 E 
PENERAPAN PPh FINAL UKM (PP No.46 Tahun 2013) 
UNTUK WP BADAN 
  

Sub Pokok Bahasan 
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Tax Instructor 

I 

J 

I 

Specialist 

Tax 

Penghitungan PPh Badan 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 60 



  

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  

b.  Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 

sebesar 28% (dua puluh delapan persen).  

Alasan Perubahan : 

Tarif Tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan 

pajak atas badan. 

Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing 

dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri. 

 

Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25 % 

 

  

TARIF WAJIB PAJAK PERSEROAN TERBUKA 
Pasal 17 ayat 1 huruf b 
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KETENTUAN BARU: 

WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka 

memperoleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP 

badan yang berlaku (28%)  sepanjang memenuhi syarat: 

  paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang 

disetor  

    diperdagangkan   di bursa  efek di Indonesia; 

  persyaratan tertentu lainnya 

TARIF WAJIB PAJAK PERSEROAN TERBUKA 
Pasal 17 ayat (2b) 
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Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) 

yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.  
 

TARIF WAJIB PAJAK PERSEROAN TERBUKA 
Pasal 17 ayat (2A) 
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WP badan dalam negeri dengan peredaran 

bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas 

berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 

tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan 

Kena Pajak dari bagian peredaran bruto 

sampai dengan Rp4,8 miliar. 

FASILITAS PERPAJAKAN BAGI UMKM  
Pasal 31 E 
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PENGHITUNGAN PPh TERUTANG 

    Komersial Fiskal 

Penghasilan        xxx   xxx 

Biaya ( dan bukan biaya) (xxx)               (xxx) 

Laba/Penghasilan netto     xxx   xxx 

Kompensasi rugi tahun sebelumnya  (xxx) 

Penghasilan  kena pajak  (PKP)      xxx 

PPh terhutang  (PKP x Tarif)  xxx  

  Kredit Pajak : 

  - PPh 22/23/24/25   (xxx)  

Kurang (lebih) bayar       xxx  

Penyesuaian Dilakukan dengan 

Rekonsiliasi Fiskal 
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TARIF PPh BADAN 

Pasal 17 (1b) UU PPh 

Tarif Tunggal 

Tahun 2009 : 28% 

Tahun 2010 & Setelahnya : 25% 
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KLASIFIKASI PENGGUNAAN TARIF PPh BADAN 

Tarif 

 28% 

 atau 

 25% 

Normal 

Perusahaan 
Publik  

Psl 17 (2b) 

Pengurangan 5% 
dari Tarif Normal 

UKM 

(Psl 31E) 

Discount 50% untuk 
PhKP Dengan 
Proporsional 

Peredaran Usaha Rp 
4,8 Milyar  
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SYARAT PERUSAHAAN PUBLIK 

WP Badan DN berbentuk Perseroan 
Terbuka 

Jmlh kepemilikan saham publiknya >= 40% 
dari keseluruhan saham yang disetor  

Dimiliki >=300 Pihak. 

Masing2 Pihak hanya boleh memiliki 
saham < 5% dari keseluruhan saham yang 
disetor. 

Keseluruhan syarat dipenuhi dalam waktu 
>=6 bulan (183 hari) dlm 1 tahun pajak 

UU PPh Psl. 17 (2b); PP No. 81 Th 2007; 238/PMK.03/2008 
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CONTOH KONDISI YG MEMENUHI/TIDAK 

MEMENUHI  KRITERIA  

Per Menkeu No. 238/PMK.03/2008 

 Dari keseluruhan saham PT. Y Tbk. yang disetor, saham 

yang dimiliki publik sebesar 60%.  

  Saham yg dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak.  

 Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase 

kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya 

memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%.  

 Kondisi tersebut terjadi selama 234 (dua ratus tiga puluh 

empat) hari dalam 1 (satu) tahun pajak.  

 PT. Y Tbk. tetap memenuhi ketentuan 

persentase kepemilikan kurang dari 5% 
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CONTOH KONDISI YG MEMENUHI/TIDAK 

MEMENUHI  KRITERIA  

Per Menkeu No. 238/PMK.03/2008 

 Dari keseluruhan saham PT. Z Tbk. yang disetor, 

saham yang dimiliki publik sebesar 45%.  

 Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 399 

pihak.  

 Persentase kepemilikan para pihak yang paling tinggi 

sebesar 4,99%.  

 Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun pajak.  

  PT. Z Tbk. memenuhi ketentuan 
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CONTOH KONDISI YG MEMENUHI/TIDAK 

MEMENUHI  KRITERIA  

Top 

Next 

Back 

Per Menkeu No. 238/PMK.03/2008 

 Dari keseluruhan saham PT. XYZ Tbk. yang disetor, 

saham yang dimiliki publik sebesar 45%.  

 Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325 

pihak.  

 Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase 

kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya 

memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%.  

 Kondisi tersebut terjadi selama 200 (dua ratus) hari 

kalender dalam 1 (satu) tahun pajak.  

 PT. XYZ Tbk, tidak memenuhi 

ketentuan jumlah kepemilikan saham publik 

40% (hanya 38%) 
71 



KETENTUAN PPh UNTUK UKM 

UU PPh Psl 31E 

 Syarat :  

 WP Badan DN dengan peredaran bruto 

s.d. Rp 50.000.000.000,- 

 

 Fasilitas :  

 Pengurangan tarif 50% dari tarif Normal 

 Dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari bagian peredaran bruto s.d. Rp 

4.800.000.000,00 
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PENENTUAN PPH TERUTANG & KREDIT PPH BADAN 

CONTOH PENGHITUNGAN UKM 

Top 

Next 

Back 

UU PPh Psl. 31E dan Penjelasan 

 Peredaran bruto PT Y   Rp 4.500.000.000,00 

 Penghasilan Kena Pajak  Rp    500.000.000,00 

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran 

bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50%. 

 

Pajak Penghasilan yang terutang:  

 (50% x 28%) x Rp500.000.000 = Rp70.000.000 
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CONTOH PENGHITUNGAN UKM 

UU PPh Psl. 31E dan Penjelasan 

 Peredaran bruto PT X Rp 30.000.000.000,00 

 Penghasilan  Kena Pajak  Rp   3.000.000.000,00 

 Jlh PhKP  yang memperoleh fasilitas:   

 (Rp 4,8 M : Rp 30 M) x Rp 3 M = Rp 480 Juta 

 Jlh PhKP  yang tidak memperoleh fasilitas: 

 Rp 3 M –Rp 480 Juta = Rp 2.520 Juta  

 PPh yang terutang:  

 (50% x 28%) x Rp 480 juta = Rp  67.200.000,- 

  28% x Rp2.520 Juta           = Rp 705.600.000,- (+) 

 Pajak Penghasilan                 Rp 772.800.000,- 
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Tax Instructor 

I 

J 

I 

Specialist 

Tax 

. Penerapan PPh Final UKM 
PP-46 tahun 2013 untuk WP Badan 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

75 
 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 



PP 46 Tahun 2013 tentang PPh atas 
Penghasilan dari Usaha yang Diterima 

atau Diperoleh WP yang Memiliki 
Peredaran Bruto Tertentu 
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 Penghasilan dari usaha yang diterima / diperoleh 

WP dg peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 

miliar dalam 1 tahun. 

 Tidak termasuk Penghasilan dari usaha : 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan 

pekerjaan bebas. 

 Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari 

usaha, termasuk dari usaha cabang. 
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a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;  

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, 

bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, 

dan penari;  

c. olahragawan;  

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;  

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;  

f. agen iklan;  

g. pengawas atau pengelola proyek;  

h. perantara;  

i. petugas penjaja barang dagangan;  

j. agen asuransi; dan  

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan 

langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 

Jasa Sehub. dg Pekerjaan Bebas 
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 WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau 
jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana 
yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak 
menetap dan menggunakan sebagian/seluruh tempat untuk 
kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha 
atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, 
pedagang asongan,  warung  tenda di trotoar,  dan  
sejenisnya. 

 WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang 
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara 

komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar. 

Pengecualian Subjek Pajak 
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PPh Badan 

PENGHASILAN NETO FISKAL 

PENGHASILAN KENA PAJAK 

PPh TERUTANG 

KREDIT PAJAK 

DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA 

TELAH DIBAYAR SENDIRI 

KURANG/LEBIH BAYAR 

(XXXX) 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

JUMLAH KREDIT PAJAK XXXX 

(+) 

(-) 

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 

XXXX 
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a. peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha 
selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada 
Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai 
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 

b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena 
Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
setahun; 

c. angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 
dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun 
Pajak yang bersangkutan. 

Pokok-Pokok Ketentuan 
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a. Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat 
final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan 
penghasilan lain yang dikenai tarif umum. (Pasal 4 Ayat (1) UU PPh) 

b. penghasilan kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak 
dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara 
mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
Ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 
(1) dan Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), serta Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf g. (Pasal 16 Ayat (1) ) 

c. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan 
norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk 
Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1). (Pasal 16 Ayat (2) UU PPh) 

Pokok-Pokok Ketentuan 
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d. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian 
tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak 
berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. (Pasal 6 Ayat (2) UU 
PPh) 

e. Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP ini dan 
menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian 
dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final. (Pasal 8 PP 
46/2013) 

f.      Pasal 15 PP 46/2013 

Ayat (1): Kerugian pada bulan Januari 2013 s.d. Juni 2013 dapat dilakukan 
kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final 
pada Tahun Pajak berikutnya. 

Ayat (2): WP yang melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 
sampai dengan Juni 2013 dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2013. 

Pokok-Pokok Ketentuan 
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g. SPT Tahunan PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan 
harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk 
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (Pasal 4 Ayat (4) 
UU KUP) 

h. SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila tidak dilampiri 
dengan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang 
bersangkutan (2013).(Pasal 3 PER-26/PJ/2013) 

Pokok-Pokok Ketentuan 
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a. peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha 
selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada 
Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai 
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 

b. bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena 
Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
setahun; 

c. angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 
dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun 
Pajak yang bersangkutan. 

Pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final  

(cfm. PP 46 Tahun 2013) 
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Pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final  

(cfm. PP 46 Tahun 2013) 

Wajib Pajak orang 

pribadi 

Wajib Pajak Badan 

lampiran III bagian A butir 14 

(Penghasilan Lain yang 

Dikenakan Pajak Final dan/atau 

Bersifat Final, Formulir 1770-III) 

lampiran IV bagian A butir 16 

dengan mengisi "Penghasilan 

Usaha WP yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu" 
(Formulir 1771-1V) 
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• s.d

• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

• PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA  PEMBUKUAN

PERHATIAN :   • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •
NPWP                                                    :

NAMA WAJIB PAJAK                             :

BAGIAN A :

NO

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL 

DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 

JUMLAH (1 s.d. 16) 

PPh TERUTANG                                               

(Rupiah)

PENGHASILAN YANG  DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

BL

(2)

  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TH

JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN 

PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA 

BL TH

2
SPT  TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

LAMPIRAN - III

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT 

FINAL 

T
A

H
U

N
 P

A
JA

K1770 - III

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

(4)(3)

BERI TANDA " X " DALAM 

F
O

R
M

U
L

IR 0

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK 

HADIAH UNDIAN  

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN

PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA 

NEGARA

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD 

PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA 

ANGGOTA KOPERASI

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

DIVIDEN

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA 

SERAH 

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 

USAHA JASA KONSTRUKSI 

Jumlah PPh 
Terutang 

Jumlah 
Peredaran 

Bruto 
Jenis 

Penghasilan 
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N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :

  BAGIAN  A    :    PPh FINAL

  BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

  DAN DISKONTO SBI / SBN

  BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

  PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

  YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

  PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

  MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

  PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / 

  PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

  TANAH / BANGUNAN

  PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

  TANAH / BANGUNAN

  IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

  a.   PELAKSANA KONSTRUKSI

  b.   PERENCANA KONSTRUKSI

  c.   PENGAWAS KONSTRUKSI

  PERWAKILAN DAGANG ASING

  PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

  PELAYARAN DALAM NEGERI

  PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

11.

3.

6.

14.

12.

7.

9.

8.

(2)

2.

5.

(1)

JENIS PENGHASILAN
DASAR PENGENAAN PAJAK

(Rupiah)

(3)

1.

F
O

R
M

U
L

IR

1771 - IV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ID
E

N
T

IT
A

S

NO.
PPh TERUTANG

(Rupiah)

(5)(4)

TARIF

(%)

  AGEN PRODUK BBM

T
A

H
U

N
 P

A
JA

K

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

s.d.

LAMPIRAN - IV

  

4.

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

10.

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG 

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

JUMLAH BAGIAN A

……………………………………………………………

JBA

2 0 A A

Jumlah PPh Final 
yang Terutang 

Jumlah 
Peredaran Bruto 

Diisi dengan 
““Penghasilan Usaha WP 
yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu” 
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TERIMA KASIH 

Profesi untuk 
Mengabdi pada 

Negeri 
Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., C.A., BKP. 

GSM :081357 822744; 0819 13200 364;  
085 101 567822 

CDMA : 08888299629; 022-31129253 
iji_sam@yahoo.co.id;  kkpisam_cmh@yahoo.co.id; 

Iji.samaji@akuntanindonesia.or.id 
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